
 
 
 

 
 

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCOPOTAN HAKIM 

MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA LEGISLATIF 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat 

 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  

Fakultas Syariah dan Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FADLI DINUL HAMZAH 

NIM. 11820711417 

 

 

PROGRAM S1 

ILMU HUKUM 

 

  FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

1445 H/2023 M 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

i 

ABSTRAK 

FADLI DINUL HAMZAH (2023) :  TINJAUAN YURIDIS MEKANISME 

PENCOPOTAN HAKIM MAHKAMAH 

KONSTITUSI OLEH LEMBAGA 

LEGISLATIF 

 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pada Pasal 23 Ayat (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa 

pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas 

permintaan ketua Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pemberhentian hakim 

konstitusi telah terjadi secara sewenang-wenang oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

merupakan gambaran kelabu dari praktik demokrasi konstitusional yang ada di 

Indonesia. Pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi tidak berdasarkan pada 

hukum dapat merusak kontruksi praktek ketatanegaraan di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pencopotan Hakim 

Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk mengetahui 

konsekuensi hukum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam pencopotan 

Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan peraturan perundangan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif  dengan pendekatan 

perundang-undangan (Status Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) 

dengan teknik pengumpulan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Analisis data yang digunakan adalah 

metode data kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan dari suatu 

permasalahan yang bersiat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme pencopotan 

Hakim Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan 

rekomendasi Ketua Mahkamah Konstitusi dan diakhiri dengan Keputusan 

Presiden. Pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatan aktif 

tersebut inkonstitusional. Dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang 

dilakukan secara sewenang-wenang oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan 

implikasi praktik inkonstitusional sehingga terdapat penyalahgunaan wewenang, 

apabila melanggarnya mendapatkan sanksi administratif berat. 

 

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pencopotan Hakim, Lembaga Legislatif 
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PERSEMBAHAN 

 

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya: 

 

“Kapan Skripsimu Selesai?” 

 

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah 

kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur 

kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. 

Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? 

  

Karena mungkin ada suatu hal baiknya terlambatnya mereka lulus dan 

percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya 

baik. 

melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan 

kepada saya.  
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MOTTO 

 

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”  

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita. Yang mereka 

ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 

gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sanggat bangga 

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya! 

 

بْ  عَلىَْ سَارَْ مَنْ   وَصَلَْ الدَّر 

Barang siapa yang berjalan diatas jalannya, maka sampailah ia (kepada tujuannya). 

(Mahfudzot) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua negara di dunia ini dapat dikatakan adalah negara hukum. Negara 

hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada 

warga negaranya. Peraturan hukum yang ada dalam suatu negara dimaksud untuk 

melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.
1
 

Hukum merupakan bentuk representasi kedaulatan rakyat, karena hukum dibentuk 

oleh wakil-wakil rakyat (Lembaga Berwenang) atas dasar kepentingan rakyat itu 

sendiri (Volonte Generale).
2

 Ide negara hukum sesungguhnya merupakan 

gambaran bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh manusia pada masa 

tertentu, meskipun manusia selalu saja gagal mewujudkan negara ideal tersebut.
3
 

Watak kebebasan dari hukum modern, yaitu adanya spirit hegemoni atau 

sebuah upaya pemahaman akan suatu kelompok atau masyarakat dengan tujuan 

untuk merubahnya yang tidak akan membiarkan adanya bentuk tatanan lain 

(hukum) kecuali yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara. Karena hukum modern 

sangat identik dengan hukum negara. Dengan begitu hukum harus dibuat oleh 

badan khusus, dirumuskan secara tertulis, dan diumumkan kepada publik.

                                                             
1

Widayati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan, (Semarang: Unissula Perss, 2016), h. 1. 
2

Patawari, Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem 

Parlemen Beberapa Negara), (Bandung: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 

2017), h. 31. 
3
Hotman P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 9. 
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Akibatnya yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut tidak bisa disebut sebagai 

hukum.
4
 

Manusia tidak begitu taat dalam menjalankan hukumnya dibandingkan 

dengan wujud-wujud yang lain, ini dikarenakan ia memiliki kehendak bebas dan 

kemungkinan untuk berbuat salah. Sementara hukum, agama dan moralitas 

dimaksudkan untuk menyeru manusia agar kembali kepada kewajibannya itu.
5
 

Tokoh Jean-Jacques Rousseau juga cerminan dari seorang pemikir yang 

mengutamakan 3 (tiga) hal penting, yaitu kemerdekaan, persamaan dan 

persaudaraan. Dijelaskan bahwa hukum bukanlah untuk mengatur hati nurani kita, 

pemikiran kita, kehendak kita, pendidikan kita, perubahan dalam diri kita, 

pemberian kita dan kesenangan kita. Hukum digunakan untuk mencegah hak satu 

dengan hak lainnya bercampur.
6
 

John Locke berpendapat bahwa, kekuasaan dapat dipisahkan dalam tiga 

lembaga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan 

kekuasaan federatif. Pemikiran John Locke kemudian dikembangkan oleh 

Montesquieu yang akhirnya melahirkan konsep trias politica. Kekuasaan negara 

menurut Montesquieu dapat dibagi menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan 

eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif 

adalah kekuasaan yang memiliki fungsi menjalankan atau Lembaga Negara 

                                                             
4
Faisal, “Hukum Modern dan Proses Penaklukan” dalam Hukum Progresif, Vol. X., No. 

2., (2016), h. 1783. 
5
Mountesquieu, The Spirit of Laws (Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik), alih 

bahasa oleh M Khoiril Anam, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 85. 
6
Tomy Michael, Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum 

Menciptakan Keadilan, (Semarang: Universitas Stikubank, 2016), h. 529. 
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mengeksekusi setiap amanat rakyat yang diwujudkan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan.
7
 

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan. 

Fungsi ini biasanya dijalankan oleh sebuah lembaga yang sering disebut parlemen 

atau di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan, 

kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berfungsi menegakan supremasi 

hukum. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yang ada 

dalam sebuah negara. Di Indonesia kekuasaan yudikatif dijalankan oleh 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
8
 

Indonesia menerapkan trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, 

dari berbagai pembagian kekuasaan, lembaga legislatif juga memegang peran 

penting terkait pembuatan peraturan dan Undang-Undang. Salah satunya ialah 

Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang 

menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dewan 

Perwakilan Rakyat sebagai legislator yang merancang Undang-Undang demi 

kepentingan rakyat. Pada hakikatnya Dewan Perwakilan Rakyat adalah 

perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. 

Proses pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C 

ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 adalah, Hakim konstitusi harus memiliki 

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai 

                                                             
7
Muhammad Alim, Trias Politica Dalam Negara Madinah, (Jakarta Pusat: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 77-78. 
8
Belly Isnaeni, ”Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara 

dalam UUD 1945 Pasca Amandemen” dalam Magister Ilmu hukum (Hukum dan Kesejahteraan), 

Vol. VI., No. 2., (2021), h. 83. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945
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konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka proses rekrutmen Hakim Mahkamah 

Konstitusi harus dapat dipastikan dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan 

profesional. Memang secara yuridis, proses rekrutmen Hakim Mahkamah 

Konstitusi telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2003 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Mahkamah Konstitusi. 

Ada berbagai tindakan yang menimbulkan kekeliruan dalam berspektif 

yang dapat merusak ketatanegaraan dan hubungan antarlembaga negara. Dapat 

diambil contoh dari lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang 

mengambil tugas dan wewenang Ketua Mahkamah Konstitusi yang berhak 

mencopot dan memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 

23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa 

”Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas 

permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi”. 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjelaskan 

bahwa “Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Proses pengisian 9 Hakim Mahkamah 

Konstitusi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 18 yang menyebutkan 

bahwa “Hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh masing-masing 3 (tiga) orang 

oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang 

oleh Presiden. Proses pengisian yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah 
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Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden dimaksudkan adanya cerminan 3 

centrum kekuasaan sebagaimana teori trias politica”.
9
 

Dikutip dari BBC News Indonesia bahwa sebelumnya, lembaga wakil 

rakyat mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dengan dalih Hakim 

Mahkamah Konstitusi tersebut kerap membatalkan produk Undang-Undang 

Dewan Perwakilan Rakyat. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Hamdan 

Zoelva mengatakan ini merupakan “kejadian luar biasa yang tak pernah terjadi 

sepanjang sejarah Indonesia,” dan tanda prinsip negara hukum semakin rusak. 

Namun, pihak Istana merespon persoalan ini dengan menyebut „Posisi Presiden 

jelas tunduk pada konstitusi dan peraturan yang berlaku‟. Akan tetapi, Presiden 

tidak mengeluarkan keputusannya dan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak 

mengajukan permintaan terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi 

Aswanto tersebut. Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatan 

aktif Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut inkonstitusional.
10

 

Sehingga, hal tersebut dapat merusak kontruksi praktek ketatanegaraan. 

Walaupun, alasan diberlakukannya pencopotan karena evaluasi berdasarkan revisi 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap tidak dibenarkan oleh 

lembaga legislatif. Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

hanya sebagai sumber pencalonan Hakim Mahkamah Konstitusi saja sebagai 

amanat Undang-Undang, bukan manifestasi politik membawa kepentingan ketiga 

lembaga kekuasaan tersebut. Sehingga, setelah terpilih dan menjalankan tugas 

sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, mereka setara dengan tiga lembaga 

                                                             
9
Fence M. Wantu, “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke 

Depan” dalam Konstitusi, Vol. 18., No. 2., (2021), h. 244.  
10

BBC News Indonesia, tanggal 17 Oktober 2022. 
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konstitusi tersebut sebagai check and balances berdasarkan Trias Politica 

menurut Montesquie dan Guardian of Constitution atau penjaga konstitusi. Hal ini 

akan berdampak buruk terhadap rusaknya penyelenggaraan negara ini. 

Pemberhentian hakim konstitusi secara sewenang-wenang oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat merupakan gambaran kelabu dari praktik demokrasi 

konstitusional yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi diatur tentang pemberhentian hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi bisa 

diberhentikan secara terhomat dan tidak terhormat. Hakim Mahkamah Konstitusi 

diberhentikan dengan hormat ketika yang bersangkutan meninggal dunia, 

mengundurkan diri, telah masuk usia 70 Tahun, dan sakit secara terus-menerus 

selama tiga bulan. Hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan dengan tidak 

hormat ketika dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan, melakukan perbuatan 

tercela, dan tidak hadir dalam persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya 

selama lima kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
11

 

Ketentuan lainnya adalah melanggar sumpah atau janji jabatan dengan 

menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan, melanggar larangan 

rangkap jabatan,  dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim serta melanggar 

kode etik dan pedoman perilaku. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan 

                                                             
11

News Insonesia, “Pemberhentian Hakim MK Aswanto, Istana Isyaratkan Abaikan DPR 

Posisi Presiden Jelas Tunduk Pada Konstitusi”, artikel dari 

https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrzgm2813xo. Diakses pada 17 Oktober 2022. 

 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020
https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrzgm2813xo
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judul: “TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCOPOTAN HAKIM 

MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA LEGISLATIF”. 

 

B. Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas perlu adanya pembatasan masalah. 

Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian mengenai permasalahan 

yang dibahas dalam arti luas, tetapi hanya terbatas pada pencopotan Hakim 

Mahkamah Konstitusi oleh lembaga legislatif dan kekeliruan dalam perspektif 

yang merusak ketatanegaraan dan hubungan antar lembaga negara. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat? 

2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan peraturan 

perundangan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
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b. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sesuai 

dengan peraturan perundangan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

tentang bagaimana mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan bagaimana konsekuensi hukum 

terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam pencopotan Hakim Mahkamah 

Konstitusi tidak sesuai dengan peraturan perundangan. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini adalah memberikan suatu kontribusi dalam 

perkembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bahan penelitian di 

kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

khususnya Mahasiswa Ilmu Hukum dan diharapkan dapat dijadikan 

referensi dalam mata kuliah ketatanegaraan. 

c. Kegunaan Akademis 

Untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih 

gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Teori Konstitusi dan Konstitusionalisme 

Gagasan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi telah muncul 

sebelum Indonesia merdeka.
12

 Suatu kenyataan bahwa tidak ada negara yang tidak 

mempunyai konstitusi, betapapun kecilnya negara itu. Dilihat dari aspek tertentu 

bahwa negara adalah sebuah organisasi kekuasaan. Setiap negara selau ditemukan 

adanya berbagai macam pusat kekuasaan.
13

 Berdirinya sebuah negara tidak 

terlepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Oleh karena itu, keberadaan 

Mahkamah Konstitusi yang akan mewujudkan checks and balance antar lembaga 

negara akan bertentangan dengan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat 

tersebut.
14

 

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud adalah seperangkat 

prinsip dasar dan aturan yang mengenai susunan negara atau pemerintah, bentuk 

negara atau pemerintahan, hubungan tata kerja, dan sebagainya yang menjadi 

dasar pengaturan negara atau pemerintahan di Indonesia. Dengan pengertian 

sistem ketatanegaraan, maka pada hakikatnya esensi sistem ketatanegaraan 

Indonesia ini adalah Hukum Tata Negara Indonesia, yang meliputi hukum 

konstitusi dan konvensi ketatanegaraan.
15

 

                                                             
12

Komisi Yudisial, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Pusat Data 

Dan Layanan Informasi, 2014), h. 100. 
13

Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 35. 
14

Komisi Yudisial, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Op.Cit, h. 100. 
15

Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 149. 
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Hakikat dari suatu konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan 

dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada 

umumnya menyangkut 2 (dua) hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan 

dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Negara 

dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
16

 

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi 

serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber 

legitimasi. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah 

ketentuan hukum yang disusun secara sistematik untuk menata dan mengatur pada 

pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga itu. Dalam artinya yang 

lebih sempit, konstitusi bahkan hanya diartikan sebagai dokumen yang memuat 

ketentuan-ketentuan hukum tersebut.
17

 Konstitusi dalam negara adalah sebuah 

norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan 

pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen 

tertulis. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga 

masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang 

mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.
18

 

Dalam prespektif teori hukum, keberadaan suatu konstitusi akan dapat 

melahirkan suatu negara konstitusional, negara hukum dan negara demokrasi dan 

lebih dikehendaki adalah suatu negara hukum yang demokratis. Maksudnya 

                                                             
16

Sri Kusriyah, Ilmu Negara, (Semarang: Unissula Press, 2017), h. 81. 
17

Ahmad, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Hukum Konstitusi, (Yogyakarta: UII 

Press Yogyakarta, 2020), h. 11. 
18

Willius Kogoya,  Teori dan Ilmu Konstitusi, (Bandung: Widia Bhakti Persada Bandung, 

2015), h. 3-4. 
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adalah suatu negara itu akan dikatakan negara konstitusional, negara hukum, dan 

negara demokrasi yang menentukannya adalah konstitusinya.
19

 

Klasifikasi konstitusi tergantung pada tujuan tertinggi dari negara dan jenis 

kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan tertinggi dari negara 

adalah kehidupan yang baik yang merupakan kepentingan bersama dari 

masyarakat, sehingga dibedakan antara konstitusi yang benar dan konstitusi yang 

salah, tergantung pada apakah konstitusi diarahkan untuk mewujudkan 

kepentingan bersama atau tidak dalam negara.
20

 

Di Indonesia, tidak dipungkiri lagi bahwa konstitusi mempunyai fungsi 

dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dalam konteks ini, Komisi Konstitusi tentang perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyimpulkan bahwa 

kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut: 

a. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (national document); 

b. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (a birth certificate of 

new state); 

c. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi; 

d. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan; 

e. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan; 

f. Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia dan kebebasan warga 

negara.
21

 

 

Dalam setiap pembentukan Undang-Undang, maka otomatis ada tujuan 

efektif yang hendak dicapai negara dalam pembentukan Undang-Undang tersebut. 

Oleh karenanya, semua materi muatan pasal dan/atau ayat dalam sebuah Undang-

                                                             
19

Indra Muchlis Adnan, Hukum Konstitusi di Indonesia, (Yogyakarta: Trussmedia 

Grafika, 2017), h. 7. 
20

Utang Rosidin, Hukum Tata Negara, (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022), h. 

68-69. 
21

Ibid, h. 21. 
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Undang haruslah memenuhi kerangka logis konstitusional guna pencapaian tujuan 

Undang-Undang tersebut. Tidak bisa negara hanya sekedar menyadarkan 

mekanisme yang hanya berlandasakan doktrin tertentu misalnya semata doktrin 

kewenangan delegasi mandat atau atribusi dengan menjembatani doktrin 

desentralisasi padahal doktrin tersebut tidak dapat menjadi dasar efektivitas 

pencapaian tujuan daripada Undang-Undang tersebut, terlebih jikalau kemudian 

hanya sekedar bersandar pada legal policy yang ternyata tanpa sadar mendestruksi 

kewenangan konstitusional pemegang kekuasaan yang bersusah payah dipilih 

melalui pemilihan secara langsung seperti Presiden.
22

 

Ketidaktepatan mendasarkan doktrin pembentukan Undang-Undang dalam 

satu materi muatan ayat atau pasal dalam Undang-Undang bisa mengakibatkan 

kekeliuran pijakan akan materi muatan ayat dalam konstitusi. Kekeliruan ini 

secara linier bisa berimplikasi kehadiran materi muatan ayat atau pasal dalam 

Undang-Undang justru melanggar atau menentang konstitusi itu sendiri yang 

mendestruksi prinsip-prinsip konstitusional pemegang kekuasaan menurut 

konstitusi.
23

 

Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai 

hukum dasar. Dalam hal yang sama, sesungguhnya jati diri sebuah hukum adalah 

melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan maksud membatasi rakyat dalam menjalankan fungsi 

negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Ini merupakan salah satu fungsi 

konstitusi yaitu dalam hal membatasi kekuasaan dan menjamin hak rakyat untuk 

                                                             
22

Isharyanto, Politik Hukum, (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), h. 18. 
23

Ibid, h. 19. 
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menjalankan tugas serta fungsinya yang diikat oleh sebuah paham yang disebut 

konstitusionalisme. 

Konstitusionalisme merupakan konsep transplant dari barat yang 

menyebar keseluruh dunia termasuk Asia sebagai bagian dari misi penyebaran 

doktrin negara hukum rule of law. Di Asia, konstitusionalisme merupakan bagian 

dari paket reformasi hukum untuk mendukung keberhasilan reformasi hukum 

yang berkaitan dengan investasi dan ekonomi pasar. Carl Friederich menegaskan 

bahwa konstitusionalisme masyarakat prinsip pemisahan, akuntabilitas dari 

pemerintah dan jaminan hak asasi manusia.
24

 

Pelanggaran terhadap konstitusi tidak dapat ditoleransi karena akan 

menimbulkan kekuasaan yang tiran dan semena-mena. Karena itu prinsip 

konstitusionalisme juga terkait dengan prinsip pemisahan dan pembatasan 

kekuasaan (check and blances), yaitu kekuasaan lembaga-lembaga negara dibagi 

secara seimbang. Untuk menilai secara obyektif dan independen apakah suatu 

tindakan negara (lembaga-lembaga negara) melanggar konstitusi atau hukum, 

dibutuhkan suatu lembaga yang mengadili dan memutuskannya yang dijamin oleh 

konstitusi. Disinilah konsep dasar dibutuhkannya Mahkamah Konstitusi yang 

berkembang sekarang ini.
25

 

Konstitusionalisme harus dibedakan dari majoritarian, baik dalam hal 

komitmen terhadap self binding procedures dari tata pemerintahan maupun 

persyaratan terhadap hierarki hukum, peradilan yang independen dan legal culture 

                                                             
24

Rudy, Konstitusionalisme Indonesia, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan 

Perundang-Undangan, 2013), h. 22. 
25

Johansyah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945” dalam Jurnal Universitas Palembang, Vol. 17., No. 2., (2019), h. 

97. 
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yang kuat di masyarakat sipil. Substansi dari praktek konstitusionalisme dengan 

demikian haruslah menjadi wadah pendorong bagi pencapaian kesejahteraan 

hidup, kebebasan, dan integritas setiap manusia. Dalam perspektif ini, 

konstitusionalisme harus mencakup tidak hanya pembatasan bagi kekuasaan 

negara namun juga kewajiban positif negara.
26

 

Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara hukum merupakan hal yang 

sangat penting karena hukum akan selalu berdasarkan konstitusi sebagai hukum 

tertinggi dalam suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku 

seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau 

menyimpang konstitusi, berarti tindakan tersebut adalah inkonstitusional.
27

 

Suasana politik yang terlalu bebas, kabinet yang silih berganti, kegagalan 

konstituante menyelesaikan pekerjaan menetapkan Undang-Undang Dasar baru, 

pergolakan daerah yang meluas (DI, PRRI, Permesta, RMS), menjadi kondisi 

obyektif untuk mengambil langkah-langkah ekstra konstitusional bahkan 

inkonstitusional.
28

 Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar 1945 mempunyai kekuasaan masing-masing dalam menjalankan 

tugasnya. Apabila terjadi suatu penyalahan kewenangan yang dilakukan oleh 

lembaga negara lain secara inkonstitusional maka hal tersebut dapat membuat 

struktur kelembagaan tidak jelas. Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga 

penyelesai sengketa berwenang dalam menyelesaikan sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

1945.
29

 

                                                             
26

Ibid, h. 24. 
27

Ibid, h. 8. 
28

Bagir Manan, Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), h. 

113. 
29

Yusri Munaf, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh 

Publishing, 2014), h. 22. 
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Demikian pula mengenai kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan, banyak 

sekali hal-hal yang sudah dianggap kelaziman konstitusional yang tidak 

dipersoalkan orang lagi apakah ia tertulis atau tidak.
30

 Untuk mengatasi persoalan 

jurang atau gap dan diskrepansi antar ketiga norma konstitusional dengan 

kenyataan itulah diperlukan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, dan 

komunikasi politik yang mencerahkan.
31

 

Diperlukan pemahaman dan penghayatan yang dalam akan prinsip-prinsip 

yang berlaku secara universal dalam kehidupan bernegara berdasar 

konstitusionalisme. Kemampuan mengidentifiksi dan memberi makna secara tepat 

sumber keabsahan norma konstitusi yang menjadi dasar pembentukan norma yang 

lebih rendah, untuk menghindari uji materi yang berakhir pada dictum norma 

yang dibentuk inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 

memaksa semua pihak yang mempunyai kewenangan legislasi harus mengadopsi 

dan menggunakan cara berpikir dan bekerja hakim (MK) dalam menilai dan 

menguji sendiri konstitusionalitas norma yang dicoba dirumuskannya.
32

 

Norma konstitusi secara intrinsic adalah bagian dari semua aturan hukum 

yang harus diaplikasikan oleh pengadilan dan organ lain. Maka, hukum konstitusi 

tidak dapat dikutip sebagai sebuah contoh norma yang tidak memberikan sanksi. 

Norma dari materi konstitusi adalah hukum hanya dalam kaitan organiknya 

dengan norma yang memberikan sanksi yang dibuat berdasarkan norma konstitusi 

tersebut. Dalam pandangan dinamis pembuatan norma umum ditentukan oleh 

                                                             
30

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretaris Jenderal 

dan Kepaniteraan MKRI, 2006), h. 164. 
31

Ibid, h. 168. 
32

Isharyanto, Konstitusi dan Perubahan Kontitusi, (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016), h. 4. 
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norma yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Sedangkan dalam pandangan statis 

norma yang lebih tinggi, atau konstitusi, diproyeksikan sebagai norma yang lebih 

rendah.
33

 

 

B. Teori Hubungan Lembaga Trias Politica di Indonesia 

Dalam prinsip demokrasi ada yang namanya Trias Politica. Trias politica 

berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga, As=poros/pusat, Politica=kekuasaan) yang 

merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politica membagi ketiga 

kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan 

dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independent) dan berada 

dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
34

 Trias politica merupakan sebuah 

prinsip yang mengemukakan bahwa kekuasaan-kekuasaan di dalam negara 

sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau badan yang sama. 

Konsep trias politica seperti yang diajarkan oleh Montesquieu sudah tidak 

lagi relevan dalam praktik ketatanegaraan kontemporer. Kenyataan dewasa ini 

memperlihatkan bahwa tidak mungkin ketiga kekuasaan itu sama sekali tidak 

bersentuhan. Sifat ketiga kekuasaan itu sekarang bersifat sederajat dan saling 

mengendalikan satu sama lainnya.
35

 Ketiga kekuasaan tersebut, yaitu legislatif, 

eksekutif dan yudikatif, secara ideal bersinergi sehingga akan menciptakan 

pemerintahan yang demokratis dan equal. Berikut hubungan antarlembaga negara, 

yaitu: 

                                                             
33

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa‟at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: 

Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 127. 
34

Fadjar Tri Sakti, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), h. 

81. 
35

Ni‟matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: UII 

Press, 2007), h. 72. 
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1. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden 

Hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tampak dalam 

kaitannya dengan fungsi Presiden dalam ranah legislatif, Presiden 

mengesahkan Undang-Undang dengan persetujuan bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat. Selain itu, dalam hal menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, harus juga dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat.
36

 

2. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi 

a. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai 

otonomi, lepas dari kontrol eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal 

ini dikemukakan karena adanya usulan agar Dewan Perwakilan Rakyat 

diberi wewenang untuk memanggil atau meminta keterangan kepada 

Mahkamah Agung berkaitan dengan penegakan hukum. Dari sudut 

pandang hukum ketatanegaraan, usulan tersebut inkonstitusional karena 

hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung 

terpisah, tidak ada kontrol atau saling meminta keterangan satu sama 

lainnya. Hubungan partnership dan saling mengontrol dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia hanya terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan eksekutif.
37

 

                                                             
36

Tri Mulyani, “Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam 

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945” 

dalam Humani, Vol. 6., No. 1., (2016), h. 88. 
37

Taufik Nurohman, “Dinamika Relasi Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengawasan Hakim” dalam Jurnal Ilmu 

Politik dan Pemerintahan, Vol. 1., No. 4., (2014), h. 489. 
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b. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Konstitusi 

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat dapat berkaitan dengan status Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 

salah satu lembaga pengisi jabatan Hakim Konstitusi, Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai lembaga negara yang berpotensi bersengketa dengan 

lembaga negara lain dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar.
38

 

3. Hubungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden 

a. Hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden 

Hubungan mekanisme yang terjadi antara Presiden dengan 

Mahkamah Agung, terjadi pada saat Presiden dalam memberikan grasi dan 

rehabilitasi dengan memperhatikan adanya pertimbangan dari Mahkamah 

Agung.
39

 

b. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden 

Hubungan Presiden dan Mahkamah Konstitusi diatur didalam 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi wajib 

memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar”. Berupa penghiyanatan terhadap negara, 

penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau 

tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
40

 

                                                             
38

Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan 

Indonesia”, artikel  dari 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=%2011779#:~:text=Dengan%20perkataan%

20lain%2C%20hubungan%20antara,dengan%20lembaga%20negara%20lain%20dalam. Diakses 

pada 22 Februari 2023. 
39

Poltak Siringoringo, “Menjaga Independensi MA Dari kekuasaan Pemerintah Maupun 

Kekuasaan Lainnya”, dalam Jurnal Hukum To-ra, Vol. 4., No. 3., (2018), h. 108. 
40

Johansyah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga negara Berdasarkan 
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C. Teori Keputusan Presiden Sebagai Dauerhaftig dan Einmalig 

Presiden berhak mengeluarkan Keputusan Presiden yang berisi keputusan 

yang bersifat khusus (einmalig = berlaku atau mengatur sesuatu hal tertentu saja) 

untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya 

pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat bidang eksekutif atau peraturan 

pemerintah pusat.
41

 Namun, Keputusan Presiden nada yang bersifat mengatur 

(regeling) dan ada pula yang hanya bersifat penetapan administrasi (beschikking) 

dan berlaku untuk sekali atau einmalig saja.
42

 Adapun ciri-ciri einmalig, yaitu 

sifatnya yang khas atau spesifik, tidak berlaku umum, terjadi pada suatu rentang 

waktu dan wilayah kejadian tertentu dan tidak berulang-ulang.
43

 

Keputusan Presiden termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan 

adalah yang bersifat einmalig. Penyebutan Keputusan Presiden yang einmalig ini 

sebenarnya tidak tepat karena suatu Keputusan Presiden dapat juga berupa 

dauerhaftig (berlaku terus-menerus). Suatu putusan Presiden yang bersifat 

einmalig adalah yang bersifat “penetapan” (beschikking), yang sifat normanya 

individual, kontrak dan sekali selesai (einmalig). Ciri-ciri dari dauerhaftig adalah 

norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak 

dan berlaku terus menerus (dauerhaftig). Dengan demikian yang sebenarnya 

termasuk Peraturan Perundang-Undangan ialah justru Keputusan Presiden yang 

bersifat dauerhaftig (berlaku terus-menerus) dalam jangka waktu yang tidak 

terbatas sampai dicabut atau diganti dengan yang baru.
44
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D. Teori Kelembagaan Mahkamah Konstitusi 

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif selain 

Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
45

 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang berada di Mahkamah 

Konstitusi berjumlah maksimal sebanyak 9 orang, dengan sistem 3 orang 

diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang diajukan oleh Presiden, dan 

3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung dengan penetapan Presiden. 

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga 

baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, 

yang berbunyi sebagai berikut: 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi.”
46

 

 

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi 

sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam 

menjalankan fungsi peradilan, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya 

lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap 
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Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dalam rangka kewenangannya memutus 

perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai 

pengawal proses demokratisasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi di 

samping berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, juga merupakan 

pengawal demokrasi.
47

 

Dalam Mahkamah Konstitusi, terdapat Hakim Konstitusi. Hakim 

konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi 

sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, figur hakim 

konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang 

salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 

constitution). Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang 

syarat-syaratnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu syarat 

yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seorang hakim konstitusi 

adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. 

Syarat negarawan ini tidak ditentukan untuk jabatan kenegaraan lain dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memiliki makna tersendiri apabila 

dikaitkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi.
48

 Keberadaan Mahkamah 

Konstitusi adalah penegasan akan eksistensi pelaksanaan negara hukum dan 

demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem 

pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan prinsip checks and 

balances.
49
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2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 

Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum 

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, 

dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
50

 Mahkamah 

Konstitusi harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila. Di samping juga wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam 

masyarakatnya.
51

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) 

kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 

sebagai berikut: 

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.  

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

c. Memutus pembubaran partai politik. 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

e. Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.
52
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3. Mekanisme Pengangkatan dan Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi 

a. Mekanisme Pengangkatan Hakim. 

Syarat Hakim Konstitusi atau yang kerap disebut Hakim 

Mahkamah Konstitusi terdiri atas 4 syarat, yaitu syarat umum, syarat 

khusus, syarat administratif, dan syarat bebas rangkap jabatan. Syarat 

umum dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi atau Hakim Mahkamah 

Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 

1945 adalah Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian 

yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 

Selain itu, terdapat syarat khusus untuk jadi Hakim Konstitusi yang 

diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut: 

1) Warga negara Indonesia (WNI); 

2) Berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang 

berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; 

3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 

4) Berusia paling rendah 55 Tahun; 

5) Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban; 

6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

7) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan 

8) Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 Tahun 

dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah 

Agung, sedang menjabat sebagai Hakim tinggi atau sebagai Hakim 

Agung.
53
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Selanjutnya, syarat administrasi yang harus dipenuhi calon hakim 

konstitusi pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Mahkamah Konstitusi adalah: 

1) Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi; 

2) Daftar riwayat hidup; 

3) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan 

menunjukkan ijazah asli; 

4) Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang 

disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat 

pengesahan dari lembaga yang berwenang; 

5) Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
54

 

 

Terakhir, Pasal 17  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: 

Hakim konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi: 

1) Pejabat negara lainnya; 

2) Anggota partai politik; 

3) Pengusaha; 

4) Advokat; 

5) Pegawai negeri.
55

 

 

Mekanisme pemberhentian Hakim  

Dalam Bagian Kedua Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Mahkamah Konstitusi, pemberhentian hakim terdiri atas:  

1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: 

b) Meninggal dunia;  

c) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada 

Ketua Mahkamah Konstitusi;  

d) Telah berusia 70 (tujuh puluh) Tahun; atau 

e) Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) 

bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dokter. 

2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: 
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a) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara; 

b) Melakukan perbuatan tercela; 

c) Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan 

kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan 

yang sah;  

d) Melanggar sumpah atau janji jabatan; 

e) Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi 

putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat 

(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 

f) Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17; 

g) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau 

h) Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. 

3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau 

huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk 

membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 

4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden 

atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. 

5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 

sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.
56

 

 

E. Pandangan Islam Terkait Hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat 

1. Pandangan Islam Terkait Hakim 

Islam secara tegas menjelaskan bahwa hakim merupakan seseorang 

yang diberi Amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas 

sumpah yang telah diucapkan sehingga setiap keputusannya benar-benar 

mengandung keadilan dan kebenaran. Jabatan hakim merupakan jabatan yang 

mulia disisi Allah. Namun, untuk mewujudkan kemuliaan tersebut tidaklah 

mudah, penuh dengan tantangan dan godaan. Cara mengatasi hal tersebut para 

intelektual muslim telah menetapkan syarat-syarat dan merumuskan etika-
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etika tertentu sebagai pegangan para hakim sehingga tidak keluar dari rambu-

rambu yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Qur‟an dan Hadist.
57

 

Menurut ajaran Islam, setiap hakim dituntut untuk mengadili antara 

para pihak dan memutuskan perkara berdasarkan dengan hukum Islam. 

Apabila seorang hakim memutuskan perkara bukan berdasarkan hukum Islam, 

atau bukan berdasarkan hukum yang sesuai dengan hukum Islam, maka berarti 

dia telah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Setiap pelanggaran ajaran Islam 

pasti dikenakan sanksi oleh Allah SWT.
58

 

Hakim sebagai salah satu pilar penegak hukum, maka mempunyai 

tanggung jawab untuk saling tolong menolong dalam menegakkan keadilan 

dan kebenaran. Hal ini akan tercapai apabila hakim mampu menjalin 

hubungan dengan komponen yang ada dibawahnya, baik antara hakim sendiri, 

panitera, serta juru sita karena mempunyai kewajiban yang saling berkaitan, 

sebagaimana dalam sumpah dan janji di Pengadilan. Disini perlunya kerja 

sama yang harus dilakukan demi tercapainya kewajiban seorang profesi.
59

 

Selain itu kaitannya dengan integritas moral yang harus dimiliki hakim 

dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits sebagai 

berikut: 

Dari Buraidah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi 

wa Sallam bersabda, “Ada tiga golongan hakim, dua di neraka dan satu di 
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surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara 

dengan kebenaran tersebut, maka tempatnya di surga. Hakim yang 

mengetahui kebenaran tetapi ia menyimpang dari kebenaran tersebut, 

maka tempatnya di neraka. Dan hakim yang memutuskan hukum untuk 

masyarakat tanpa didasari ilmu, maka tempatnya di neraka.” (H.R. Al-

Arba‟ah dan dishahihkan oleh Al-Hakim).
60

 

Dan dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 135: 

             

              

                  

 

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biarpun 

terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika Ia 

kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 

janganlah kamu mengikuti Hawa Nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. Adalah Maha mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. An-Nisa (4): 135). 

 

2. Pandangan Islam Terkait Dewan Perwakilan Rakyat 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam islam dikenal dengan Ahlul Halli 

Wal Aqdi yang berarti orang yang memutuskan atau mengikat. Ahlul Halli 

Wal Aqdi adalah orang yang berkecimpung dengan rakyat yang telah 

memberikan kepercayaan kepada meraka. Ahlul Halli Wal Aqdi mempunyai 
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kedudukan yang penting dalam pemeritahan Islam. Ahlul Halli Wal Aqdi 

dengan khalifah bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik 

demi kemaslahatan umat. Kedudukan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam 

pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah 

memilih khalifah dan mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat. 

Lembaga Ahlul Halli Wal Aqdi juga memiliki wewenang untuk 

memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu 

juga dilakukan secara musyawarah. Tugas Ahlul Halli Wal Aqdi adalah 

bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan 

Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan 

dengan satu dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran 

konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara. Selain itu juga Ahlul 

Halli Wal Aqdi memiliki tugas melaksanakan peran pengawasan atas 

kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh 

rakyat terhadap pemeritah dan penguasa untuk mencegah mereka dari 

tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah. 

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada masa 

Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan 

dengan Allah maupun kemasyarakatan, maka Allah menurunkan ayat-ayat Al-

Quran untuk menjelaskannya.
61

 

Dalam Firman Allah SWT, yang tercantum dalam Al-Qur‟an surah 

An-Nisa‟ ayat 58, yaitu: 
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Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa (4): 58). 

 

Adapun hak-hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam Islam Ahlul Halli Wal Aqdi atau biasa disebut Majelis Syura sebagai 

lembaga tertinggi Negara, yaitu: 

a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan khalifah; 

b. Mewakili rakyat dalam bermusyawarah dengan khalifah untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan berbagai kepentingan 

rakyat; 

c. Membuat Undang-Undang bersama khalifah demi memantapkan 

pelaksanaan syari‟at Islam; 

d. Menetapkan garis-garis program Negara yang akan dilaksanakan khalifah; 

e. Menetapkan anggaran belanja Negara; 

f. Merumuskan gagasan dan strategi untuk mempercepat tercapainya tujuan 

Negara; 

g. Menghadiri sidang majelis setiap saat persidangan. 

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk menghindari 

kesamaan penelitian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu 

yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai 

berikut : 



30 

 

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dukatis Zulmi dari Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2020 dengan judul “Mekanisme 

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konsitusi (Analisis Keputusan Majelis 

Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)”. Penelitian 

yang dilakukan oleh Dukatis Zulmi berfokus kepada Mahkamah Konstitusi 

inkonsisten terhadap Pasal 4 huruf d dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik. Majelis 

Kehormatan sebagai perangkat pengawas dan penegak kode etik Hakim 

Konstitusi juga inkonsisten terhadap Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim 

Konstitusi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Idul Rishan dari Universitas Islam Indonesia 

pada Tahun 2016 dengan judul “Redesain Sistem Pengangkatan dan 

Pemberhentian Hakim di Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh Idul 

Rishan berfokus kepada redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian 

hakim dapat dirumuskan dengan beberapa formulasi. Pertama, menata 

landasan konstitusional dengan meluruskan kembali kehendak independensi 

peradilan, mengakui eksistensi organ negara independen di dalam konstitusi, 

hingga mengatur kembali benang kusut relasi kekuasaan Mahkamah Agung, 

Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengusung merit sistem 

pengangkatan hakim dengan menjaga konstelasi prinsip checks and balances. 

Setelah melakukan pembenahan dalam mekanisme pengangkatan hakim, 

maka yang ketiga adalah menggagas jalur impeachment hakim secara 
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integratif sebagai wujud akuntabilitas kekuasaan yudikatif dalam ranah non 

yustisi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Ardafillah dari Universitas 

Gajah Mada pada Tahun 2016 dengan judul “Mekanisme Pemberhentian 

Hakim Konstitusi Dalam Masa Jabatannya Di Dalam Konsep Negera Hukum 

Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Ardafillah berfokus 

pada mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya di 

Indonesia serta kriteria pelanggaran dan perbuatan tercela yang digunakan 

dalam memberhentikan Hakim Kosntitusi Indonesia. Adapun kriteria 

pelanggaran yang dijadikan alasan pemberhentian hakim konstitusi pada 

dasarnya sudah jelas namun demikian, definisi perbuatan tercela yang 

tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi masih memiliki keluasan makna. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mampu 

menghasilkan uraian dan analisa yang mendalam terhadap suatu keadaan dan 

dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.
62

 Penelitian 

hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas 

dalam ilmu hukum.
63

 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis 

normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Status Approach), 

yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan kasus (Case 

Approach), yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan 

isu hukum yang diteliti.
64

 Atau dapat dikatakan pendekatan peraturan perundang-

undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini 

diambil dari hukum positif yang mengatur permasalahan penelitian, yaitu Pasal 23 

ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

                                                             
62

Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta,2015), h. 54. 
63

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 24. 
64

Ibid, h.105.  
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Mahkamah Konstitusi, pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi, pencopotan 

hakim mahkamah konstitusi oleh lembaga legislatif dan pendekatan kasus yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada Hakim Mahkamah 

Konstitusi yang dicopot oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif.
65

 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data 

sekunder. Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa bahan 

hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum  primer  merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas.
66

 Adapun bahan hukum primer dalam 

penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Mahkamah Konstitusi. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat 

membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang 

akan memperkuat penjelasan di dalamnya.
67

 Data ini biasanya digunakan 

untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti 

melangkah. 

                                                             
65

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 

2008),  h. 86. 
66

Philips Dillah, Metode Penelitian Normatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 71. 
67

Ani Purwati, Metode Penellitian Hukum Teori Dan Praktik, (Surabaya: Jakad Media, 

2020), h. 59. 



34 

 

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti 

kamus, ensiklopedia, majalah, koran dan sebagainya.
68

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam 

mendapatkan data dan merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian.
69

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait 

dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data 

primer dan data sekunder. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan 

dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta 

interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.
70

 Metode penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik 

suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap 

permasalahan konkrit yang dihadapi.
71

 

                                                             
68

Zainuddin Ali, Metode Penelitia Hukum, Op.cit., h. 106. 
69

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 224. 
70

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67. 
71

Ibid, h. 71. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis 

mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Legislatif, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan 

Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah 

Konstitusi yang diawali dengan rekomendasi Ketua Mahkamah Konstitusi 

dan diakhiri dengan Keputusan Presiden. 

2. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara 

sewenang-wenang oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan implikasi 

praktik inkonstitusional sehingga terdapat penyalahgunaan wewenang, 

apabila melanggarnya mendapatkan sanksi administratif berat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis 

mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Legislatif, 

maka penulis memberikan saran, yaitu Pemerintah harus membuka forum diskusi 

antara Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Ketua Mahkamah Konstitusi 

untuk membahas pergantian Aswanto. Pemerintah harus memastikan bahwa 

setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada hukum 

dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan. 
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